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ABSTRACT

Dengan diberlakukannya UU No0.32/2009 maka ketentuan UU No. 23/1997
menjadi tidak berlaku lagi. UU No. 32/2009 ini diberi nama UU tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang isinya ternyata lebih
luas pengaturannya dibandingkan dengan UU sebelumnya, yang diberi judul
UU tentang Pengelolaan lingkungan Hidup, termasuk masalah pengaturan
ketentuan pidananya baik dilihat dari sudut hukum pidana materilnya
maupun formilnya. Ada beberapa persoalan berkaitan dengan hukum pidana
materil yang berbeda ketentuannya dibandingkan dengan UU No. 23/1997.
Diantaranya lebih diperbanyak perbuatan yang dapat diberi sanksi Pidana
(perbuatan pidana), kemudian sistem penjatuhan hukumannya yang mengenal
hukuman minimum baik untuk pidana penjara atau pidana denda, kemudian
berkaitan dengan pertannggungjawaban, semakin dipertegas korporasi
sebagai subyek hukum pidana. Sedangkan yang berhubungan dengan hukum
pidana formilnya adalah soal pembuktian, dimana dalam UU No0.32/2009 ini
macam-macam alat bukti yang dapat digunakan untuk tindak pidana ini
ditambah lagi selain dari yang ditentukan dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP.
Selain itu juga telah dimasukkan tentang perlunya sistem peradilan pidana
terpadu guna penanganan yang lebih efektif. Tulisan ini mencoba menelaah
satu persatu ketentuan pidana baik itu menyangkut dengan aspek materil atau
formil dari UU No. 32/2009.

“ Ida Keumala Jeumpa, S.H.,M.H., adalah dosen Fakultas Hukum Unsyiah.
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A. PENDAHULUAN

Lingkungan hidup sebagai karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha

Kuasa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan
dalam segala aspek dan matranya sesuai dengan wawasan Nusantara. Dalam
penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup, dalam rangka pembangunan
berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup harus didasarkan pada
norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan
perkembangan lingkungan global termasuk perangkat hukum internasional.
Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan
dan makhluk hidup termasuk manusia dan prilakunya yang mempengaruhi
alam itu sendiri. kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta
makhluk hidup lain. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang
dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah
terjaadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi
perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan
penegakan hukum. Dan berdasarkan ketentuan pasal 4 UU No. 32/2009,
ditentukan ruang lingkup dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan,
pengawasan dan penegakan hukum.

Dalam rangka untuk mencapai kelestarian dan pengelolaan lingkungan
hidup selain diperlukan kesadaran masyarakat juga tidak kalah pentingnya
dipastikan berjalannya penegakan hukum ketika terjadi sengketa atau tindak
pidana lingkungan hidup. Sesuai dengan judulnya Perlindungan dan

pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 32/2009 menegaskan pentingnya
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upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup dan
upaya represif dalam hal terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan
hidup. Undang-Undang ini juga mendayagunakan berbagai ketentuan hukum,
baik hukum administrasi, hukum perdata maupun hukum pidana.

Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada
lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
Dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup dilakukan upaya
pereventif dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan
dan perizinan. Ini terlihat dalam Bab XII yang mengatur hal Pengawasan dan
Sanksi Administratif. Pengawasan dilakukan oleh pejabat mulai dari tingkat
Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
Sedangkan sanksi administrasi yang dapat dikenakan berupa teguran tertulis,
paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan atau pencabutan izin
lingkungan.

Sedangkan dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
telah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang
efektif, konsekuen, dan konsisten. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu
dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup yang jelas tegas dan menyeluruh guna menjamim kepastian hukum
sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta
kegiatan pembangunan lain.

Pencemaran lingkungan hidup menurut UU ini adalah masuk atau
dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam

lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu
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lingkungan hidup yang telah ditetapkan.” Sedangkan yang dimaksud dengan
baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup,
zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar
yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai
unsur lingkungan hidup.? Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan
langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia,dan/atau hayati
lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
Sedangkan perusakan lingkungan hidup merupakan tindakan orang yang
melakukan kerusakan lingkungan hidup.?

Selain sanksi yang bersifat administratif yang termasuk dalam
lapangan hukum administrasi, maka UU Lingkungan Hidup ini
mendayagunakan ketentuan hukum lain seperti Perdata dan Pidana. Ketentuan
Hukum Perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar dan
di dalam pengadilan. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara
dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah
berdampak pada lingkungan hidup.*

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela
oleh para pihak yang bersengketa dan gugatan melalui pengadilan hanya
ditempuh jika upaya penyelesaian di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan
tidak berhasil oleh salah satu atau kedua pihak yang bersengketa.
Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk
mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi, tindakan
pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan, tindakan tertentu untuk

! pasal 1 butir 14 UU No. 32/20009.
2 Pasal 1 butir 13 UU No. 32/2009.
% Pasal 16 dan 17 UU No. 32/20009.
4 pasal 1 butir 25 UU No. 32/2009.
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menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan serta
tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan
hidup. Dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat digunakan jasa
mediator dan/atau arbiter.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan dengan
hukum Perdata meliputi gugatan perwakilan kelompok (gugatan class action),
hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah, hak gugat
masyarakat dan gugatan administratif. Melalui cara ini diharapkan selain akan
menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku
kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup demi kehidupan kehidupangenerasi masa kini dan masa
depan.

Tidak semua persoalan pelanggaran yang berkaitan dengan lingkungan
dapat ditempuh jalur penyelesaian di luar pengadilan. Berkaitan dengan
perbuatan pelanggaran yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana
penyelesaian di luar pengadilan tidak dapat dilakukan.

Meskipun dalam penegakan hukum dikatakan bahwa penyelesaian
sengketa melalui non penal haruslah dilakukan lebih dulu sebelum diterapkan
penegakan hukum pidana sebagai ultimum remedium, namun seperti
fenomena perkembangan peraturan perundang-undangan di Indonesia terlihat
bahwa sanksi pidana masih dianggap sebagai bentuk penegakan hukum yang
ampuh untuk pencegahan umum (general deterrence) dan untuk pencegahan
khusus (special deterrence). Ini terlihat di hampir sebagian besar peraturan
perundang-undangan yang ada di Indonesia memuat perbuatan pidana disertai

ancaman sanksi pidana. Begitu juga pada UU Lingkungan hidup yang selain
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memuat penyelesaian sengketa secara non penal juga secara penal termasuk
juga penegakan hukum dengan menggunakan hukum pidana.

Penegakan hukum pidana dalam UU ini memperkenalkan ancaman
hukuman minimum disamping ketentuan hukuman maksimum, perluasan
macam alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan
aparat penegak hukum dalam penegakan hukum pidana, dan pengaturan
tindak pidana korporasi serta adanya pertanggungjawaban mutlak. Penegakan
hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang
mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir
setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil.

Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan dalam UU No. 32/2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa terdapat
perbedaan mendasar antara UU ini dengan UU Lingkungan Hidup
sebelumnya yaitu UU No. 23/1997. Perbedaan itu adalah adanya penguatan
tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang
didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap
proses perumusan dan penerapan instrument pencegahan dan pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan
hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi,
akuntabilitas dan keadilan.

Beberapa hal yang menjadi perbedaan UU No. 32/2009 dengan UU
Lingkungan hidup sebelumnya terutama yang berkaitan dengan hukum pidana
materil atau formilnya dicoba diulas dalam tulisan ini, mengingat tindak

pidana yang diatur dalam UU No. 32/2009 merupakan tindak pidana khusus
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yang biasanya berbeda dengan ketentuan KUHP dari sudut materil atau
berbeda dari sudut formil seperti pengaturan dalam KUHAP.

B. UU NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI UU PIDANA
KHUSUS

Pengaturan ketentuan pidana dalam UU No. 32/2009 sebagai salah
satu contoh UU administratif yang bersanksi pidana dan ini digolongkan juga
sebagai tindak pidana khusus. Soedarto menyebutkan pembagian hukum
pidana atas hukum pidana yang dikodifikasikan dengan hukum pidana yang
tidak dikodifikasikan.> Hukum Pidana yang dikodifikasikan adalah semua
peraturan hukum pidana yang dibukukan dalam suatu Kitab UU, seperti
dalam KUHP atau KUHAP. Sedangkan hukum pidana yang tidak
dikodifikasikan adalah segala peraturan hukum pidana yang letaknya di luar
kodifikasi (di luar KUHP, KUHPM, KUHAP) dan tersebar dalam berbagai
peraturan perundang-undangan.

Terhadap hukum pidana yang tidak dikodifikasikan ini terbagi dua,
yaitu peraturan perundang-undangan pidana yang sesungguhnya dan
peraturan-peraturan hukum pidana dalam undang-undang tersendiri. Peraturan
atau UU Pidana dalam arti sesungguhnya adalah UU yang menurut tujuannya
bermaksud mengatur hak memberi pidana dari Negara, jaminan dari
ketertiban hukum. Contohnya UU Tindak Pidana Korupsi, UU Tindak Pidana
Suap, UU Tindak Pidana Terorisme, UU Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sedangkan peraturan peraturan hukum pidana dalam UU tersendiri adalah

% Sudarto, 1986, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, him. 58-60.
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peraturan-peraturan yang hanya dimaksudkan untuk memberi sanksi pidana
mengenai salah satu bidang yang terletak diluar hukum pidana. Barda
Nawawi Arief menyebut kelompok ini sebagai UU administrasi bersanksi
pidana. Contoh dari kelompok ini adalah semua peraturan perundang-
undangan (mulai dari UU, Perda/Qanun untuk daerah Aceh) yang didalam
salah satu pasalnya mengatur ketentuan pidana, disebut juga UU Pidana
khusus. Contoh untuk kelompok ini sangat banyak, karena fenomena
pengaturan UU kita masih selalu mencantumkan sanksi pidana sebagai
ultimum remedium setelah sanksi administrasi, atau penyelesaian non penal.
Dalam kelompok UU administrasi bersanksi pidana ini dapat dimasukkan UU
No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Perkembangan pesat UU pidana diluar KUHP yang disebut UU Pidana
Khusus tidak dapat dihindari. Penyebabnya, hukum pidana yang dibentuk
penguasa dengan maksud untuk mengatur ketertiban yang dituangkan dalam
KUHP sebagai induk hukum pidana materil ternyata tidak dapat menampung
semua perkembangan masyarakat yang terjadi. Dalam kaitannya dengan hal
ini maka UU Pidana Khusus ini sesuai dengan cirinya yang mengatur hukum
pidana materil dan formil yang berada di luar kodifikasi, maka hukum pidana
Khusus ini memuat norma, sanksi dan asas hukum yang khusus menyimpang
karena kebutuhan masyarakat terhadap hukum pidana yang mengandung
peraturan dan anasir kejahatan inkonvensional. Pendalaman materi hukum
pidana khusus dimaksudkan juga untuk mendapatkan pemahaman yang
mendalam tentang hukum pidana, baik yang materil dan system bekerjanya

aturan hukum tersebut menyimpang dari kodifikasi. Selain itu, pemahaman
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hukum pidana khusus juga bertujuan untuk menanggulangi tipe, derajat dan
sifat kejahatan yang tumbuh akibat perubahan masyarakat.

Hal lain yang member jalan bagi berkembangnya UU Pidana Khusus
adalah ketentuan Pasal 103 KUHP dan Pasal 284 KUHAP. Pada Pasal 103
KUHP (Aturan Penutup) disebutkan bahwa Ketentuan-ketentuan dalam Bab |
sampai dengan Bab VII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang
oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali
jika undang-undang ditentukan lain. Selain itu Pasal 284 ayat (2) KUHAP
menyatakan Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan,
maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini,
dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara
pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada
perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.

Maksud kedua pasal tersebut adalah bahwa dalam mengantisipasi
perkembangan zaman tidaklah menutup kemungkinan timbulnya kejahatan-
kejahatan baru yang sama sekali belum terpikirkan pada saat
mengkodifikasikan hukum pidana dalam suatu Kitab UU. Selain itu dengan
perkembangan zaman, banyak kejahatan konvensional dilakukan dengan
modus operandi yang canggih sehingga dalam proses beracara diperlukan
teknik atau prosedur khusus untuk mengungkap suatu kejahatan. Dengan
demikian hukum pidana khusus ini berfungsi untuk melengkapi keberadaan
pengaturan hukum pidana umum dalam kodifikasi yang sering tertinggal dari
perkembangan dan kebutuhan masyarakat Kkini. Sedangkan perubahan

undang-undang yang sudah dikodifikasikan tidaklah sederhana, tetapi

® Eddy O.S. Hiariej (ed), 2006, Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus, Pena, Jakarta, him. 8-
10.
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panjang, rumit dan memerlukan waktu lama sementara berbagai persoalan
yang berkembang dalam masyarakat lebih cepat terjadi.

Dilihat dari pengaturannya yang berada diluar kodifikasi, maka UU
No. 32/2009 dapat digolongkan sebagai UU administrasi bersanksi pidana
yang disebut juga hukum pidana khusus. Selain itu jika dilihat dari
substansinya bahwa dikatakan hukum pidaana khusus jika pengaturan hukum
pidana mengatur perbuatan pidana yang khusus dan berlaku untuk orang yang
khusus, maka perumusan perbuatan pidana yang terdapat dalam UU No.
32/2009 ini mengatur perbuatan pidana yang khusus yaitu yang berkaitan
dengan perlindungan dan penggelolaan lingkungan hidup yang tidak dikenal
sebelumnya dalam KUHP. Begitupun persoalan yang berkaitan dengan

perumusan sanksi dan pertanggungjawabannya.

C. ASPEK HUKUM PIDANA MATERIL DALAM UU NO. 32/2009
Ada beberapa hal yang dapat disebutkan sebagai kekhususan dari UU
No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup dilihat
dari aspek pidana materil. Diantaranya adalah:
1. Perumusan perbuatan yang dapat dipidana
Pasal 1 KUHP menyatakan bahwa perbuatan yang pelakunya dapat
dipidana/dihukum adalah perbuatan yang sudah disebutkan dalam
perundang-undangan sebelum perbuatan itu dilakukan. Istilah tindak
pidana merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu strafbaarfeit
(perbuatan yang dapat dihukum). Tindak pidana juga disinonimkan

dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin delictum.
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Berdasarkan rumusan yang ada maka unsur dari suatu delik adalah
suatu perbuatan manusia, perbuatan yang dilarang dan diancam dengan
hukuman oleh undang-undang dan perbuatan itu dilakukan oleh seseorang
yang dapatdipertanggungjawabkan.

Istilah resmi yang diperkenalkan oleh Pemerintah cq Departemen
Kehakiman untuk terjemahan dari strafbaarfeit adalah tindak pidana. Hal
ini dapat dilihat dari berbagai undang-undang pidana khusus yang telah
dikeluarkan menggunakan istilah tindak pidana bukan perbuatan pidana.
Misalnya, UU Tindak Pidana Korupsi, Tindak pidana Suap, Tindak
pidana Narkotika, Tindak Pidana Pencucian Uang Begitu juga dengan UU
administrasi  lain  yang meencantumkan ketentuan pidananya
menggunakan istilah tindak pidana. Teguh Prasetyo setuju dengan
pendapat Sudarto yang menggunakan istilah tindak pidana.” Tindak
pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam
dengan pidana. Perbuatan dimaksudkan disini bukan hanya perbuatan
yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang dilarang hukum) tetapi juga
perbuatan pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan
hukum).

Jika diperhatikan perumusan tindak pidana dalam UU No. 32/2009
ada 10 perbuatan yang dilarang atau dijadikan tindak pidana. Dan
semuanya merupakan perbuatan pidana aktif yang digolongkan sebagai
kejahatan (Pasal 97). Dengan dinyatakan tindak pidana dalam UU No.
32/2009 sebagai kejahatan maka konsekuensi secara teori bahwa

kejahatan memiliki ciri diantaranya bahwa ancaman hukuman yang

" Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, him. 48.
666 KANUN No. 52 Edisi Desember 2010




Ida Keumala Jeumpa, Perumusan Ketentuan Pidana dalam UU No. 32/2009

dikenakan dalam perbuatan pidana tersebut berat, dan ketentuan-
ketentuan dalam Buku | KUHP berlaku terhadapnya sepanjang tidak
ditentukan lain dalam UU tersebut.

Dibandingkan dengan UU No. 23/1997 yang hanya mengatur tindak
pidana lingkungan hidup dalam 4 pasal, maka dalam UU Lingkungan
Hidup ini secara garis besar ada 10 perbuatan (Pasal 69) digolongkan
sebagai perbuatan yang dilarang (tindak pidana lingkungan hidup).

Perbuatan-perbuatan yang dilarang itu adalah:

a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan hidup;

b. memasukkan B3 (Bahan Berbahaya dan beracun) yang dilarang
menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah NKRI;

c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah NKRI ke
media lingkungan hidup NKRI;

d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah NKRI;

e. membuang limbah ke media lingkungan hidup;

f.  membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;

g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup
yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin
lingkungan;

h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;

i. menyusun amdal tanpa memilki sertifikat kompetensi penyusun

amdal; dan/atau
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J. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan
informasi, merusak informasi atau memberikan keterangan yang
tidak benar.

Menurut Pasal 1 angka 21 yang dimaksud dengan B3 adalah zat,
energy dan atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan atau
jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat
mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, membahayakan
lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan
makhluk hidup lain. Sedangkan limbah adalah sisa suatu usaha dan atau
kegiatan.

Sedangkan sanksi pidana terhadap perbuatan-perbuatan tersebut diatur
dalam Bab IX (Ketentuan Pidana, dari pasal 41 sampai dengan pasal 47).

2. Subyek hukum tindak pidana lingkungan hidup

Sistem pertanggungjawaban (hukum) pidana terhadap pelaku tindak
pidana lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari kebijakan legislatif
yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan tentang lingkungan
hidup. Berdasarkan UU No. 32/2009 maka dapat diidentifikasikan subyek
hukum vyang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana
lingkungan hidup adalah orang dan badan hukum. Jika dilihat rumusan
pasal-pasal yang mengatur tentang ketentuan pidana, pada umumnya
perumusannya diawali dengan kata barangsiapa yang menunjuk pada
pengertian orang. Namun dalam Pasal 1 angka 32 disebutkan bahwa
pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik
yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Demikian

pula dalam Bab IX tentang ketentuan pidana, ada pasal yang mengatur
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tentang pertanggungjawaban badan hukum, perseroan, perserikatan,
yayasan atau organisasi lain.? Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
orang dan korporasi (badan hukum dan sebagainya) dapat menjadi subyek
tindak pidana lingkungan hidup dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi (badan hukum dan
sebagainya), maka menurut UU No. 32/2009, pertanggungjawaban pidana
(penuntutan dan pemidanaan) dapat dikenakan terhadap:

1. badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain
tersebut;

2. mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau
yang bertindak sebagai pemimpin; atau

3. kedua-duanya.

3. Pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan

Dari berbagai peruusan tindak pidana lingkungan hidup di dalam
perundang-undangan lingkungan, hampir selalu tercantum unsur sengaja
atau kealpaan/kelalaian. Dengan tercantumnya unsur sengaja atau
kealpaan, maka dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam
perundang-undangan lingkungan terutama UU No. 32/2009 menganut
prinsip liability based on fault (pertanggungjawaban berdasarkan
kesalahan). Jadi pada prinsipnya menganut asas kesalahan atau asas
culpabilitas.

Bertolak dari asas kesalahan, maka di dalam pertanggungjawaban

pidana seolah-olah tidak dimungkinkan adanya pertanggungjawaban

® pasal 45 dan 46 UU No. 32/20009.
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mutlak (strict liability atau absolute liability). Secara teoritis sebenarnya
dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap asas kesalahan dengan
menggunakan prinsip/ajaran strict liability atau vicarious liability.
Apalagi memang tidaklah mudah untuk membuktikan adanya kesalahan
pada delik-delik lingkungan dan kesalahan pada korporasi atau badan

hukum.

4. Jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku

Pada mulanya dalam UU Lingkungan Hidup yang lama (UU
N0.4/1982) hanya digunakan satu jenis sanksi saja, yaitu sanksi pidana
pokok berupa pidana penjara, kurungan dan denda. Pidana penjara
dan/atau denda diancamkan untuk tindak pidana lingkungan hidup yang
berupa kejahatan, sedangkan untuk pelanggaran diancam dengan pidana
kurungan dan/atau denda. Dalam UU No. 4/1982 tidak disebutkan adanya
pidana tambahan dan sanksi tindakan.

Pada UU Lingkungan Hidup selanjutnya (UU No. 23/1997), dikenal
dua jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana
lingkungan hidup, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan tata tertib.
Dalam UU No. 32/2009, selain dari sanksi pidana dan tindakan tata tertib
yang ditegaskan sebagai pidana tambahan. Sanksi pidana yang digunakan
dalam UU No. 32/2009 hanya pidana pokok berupa pidana penjara dan
denda yang disebutkan secara komulatif. Tidak adanya disebutkan pidana
kurungan ini mungkin disebabkan karena tindak pidana lingkungan hidup

yang ada dalam UU ini merupakan kejahatan (Pasal 97), meskipun
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sebenarnya menurut pola yang dianut selama ini baik di dalam ataupun di
luar KUHP bisa saja suatu kejahatan diancam dengan pidana kurungan.
Pidana tambahan atau tindakan tata tertib yang terdapat dalam UU No.
32/2009 (Pasal 119) dapat dikenakan pada badan usaha yang melakukan
tindak pidana lingkungan hidup berupa:
a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan
c. Perbaikan akibat tindak pidana
d. Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
e. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 tahun
Berbeda dengan UU No. 23/1997 yang tidak menyebut secara tegas
adanya pidana tambahan, maka dalam UU No. 32/2009 menyebutkan
jenis-jenis pidana tambahan yang jika diperhatikan merupakan perluasan
dari  jenis pidana tambahan yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP.
Misalnya tindakan perampasan keuntungan dapat dikatakan sebagai
perluasan dari pidana perampasan barang yang digolongkan sebagai salah
satu jenis pidana tambahan menurut KUHP. Begitu juga dengan tindakan
penutupan perusahaan pada hakekatnya merupakan perluasan dari pidana
tambahan berupa pencabutan hak dalam KUHP. Pada pidana penutupan
perusahaan terkandung didalamnya pencabutan hak atau izin berusaha.
Namun sangat disayangkan seperti UU Lingkungan hidup yang lalu,
dalam UU No. 32/2009 tidak disebutkan berapa lama jangka waktunya
penutupan suatu perusahaan, padahal dalam UU Tindak Pidana Ekonomi
(UU No.7 Drt 1955) disebutkan pembatasan waktunya yaitu paling lama 1

tahun.
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Meskipun dalam UU No. 32/2009 tidak disebutkan secara eksplisit

mengenai jenis sanksi pidana atau tindakan yang berupa pemberian ganti
rugi langsung kepada korban. Namun bentuk-bentuk tindakan dalam Pasal
119 poin c, d dan e dapat dikatakan merupakan bentuk-bentuk pemberian

restitusi kepada korban.

5. Jumlah atau lamanya hukuman dan sistem ancaman pidananya

Delik inti atau delik utama menurut UU No. 32/2009 adalah delik
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dengan lamanya
hukuman bervariasi untuk hukuman penjara antara 1 sampai 15 tahun dan
denda antara 500 juta rupiah sampai dengan 15 milyar rupiah.
Dibandingkan dengan ancaman hukuman yang terdapat dalam UU No.
23/1997, maka pencantuman hukuman pokok dalam UU No. 32/2009 ini
sangat berat.

Dari sudut sistem ancaman pidananya, meski seperti UU No. 23/1997
yang menganut sistem perumusan pidana secara komulatif (hukuman
pokok dapat dijatuhkan bersamaan, misalnya hukuman penjara dengan
denda) namun ada sedikit perbedaan, yaitu disebutkannya ancaman
hukuman minimal dan maksimal. Sementara dalam UU No. 23/1997
hanya menyebutkan hukuman maksimal saja baik untuk hukuman pokok
penjara ataupun denda (menganut sistem perumusan seperti dalam
KUHP). Dengan dicantumkannya hukuman minimal tersebut, maka
menjadi batasan bagi hakim untuk memutuskan menghukum pelaku
tindak pidana lingkungan hidup diatas hukuman minimal atau sama

dengan hukuman minimal. Agaknya pembentuk UU berharap agar tindak
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pidana lingkungan hidup dianggap sebagai kejahatan serius sehingga

hakim dapat menjatuhkan hukuman yang pantas kepada pelaku dan tidak
terdapat disparitas yang besar antar hakim ketika menangani kasus yang
serupa. Dalam prakteknya beberapa Undang-undang yang mencantumkan
hukuman minimal, tidak menjamin bahwa hakim akan mematuhinya. Ada
banyak kasus yang dijerat dengan UU yang mencantumkan hukuman
minimal tetapi dijatuhi hukuman oleh hakim dibawah angka minimal.
Sistem perumusan hukuman yang bersifat kumulatif dalam UU No.
32/2009 mempunyai kelemahan karena bersifat imperatif. Sifat imperatif
— kumulatif tidak memberi keleluasaan pada hakim untuk memilih dan
sulit diterapkan apabila hakim akan menjatuhkan pidana kepada pelaku
sebagai korporasi atau badan hukum, bukan sebagai yang memberi

perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin.

D. ASPEK HUKUM PIDANA FORMIL DALAM UU NO. 32/2009

Ada beberapa aspek hukum pidana formil yang berbeda dari ketentuan
KUHAP sebagai induk dari ketentuan hukum pidana formil di Indonesia. Hal
tersebut antara lain berkaitan dengan:

1. Penggunaan alat bukti yang diperluas
Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan tentang macam-macam alat
bukti yang dapat digunakan dalam perkara pidana, yaitu keterangan saksi,
keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Sedangkan
untuk menjatuhkan hukuman, hakim dalam perkara pidana terikat dengan
dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim (sistem

negatief wettelijk). Sepanjang UU lain tidak mengatur secara khusus
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tentang alat bukti yang dapat digunakan untuk menyelesaikan perkaranya,
maka berlaku ketentuan KUHAP tersebut.

UU No. 32/2009 dalam Bagian Kedua tentang Pembuktian, Pasal 96
menyebutkan bahwa alat bukti yang sah dalam tuntutan tindak pidana
lingkungan hidup terdiri atas:

a. Keterangan saksi;

b. Keterangan ahli;

c. Surat;

d. Petunjuk;

Keterangan terdakwa; dan/ atau

@

f. Alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan

perundang-undangan.

Jadi selain dari alat bukti yang telah ditentukan oleh KUHAP, UU
No. 32/2009 menyebutkan juga alat bukti lain yang dapat digunakan
dalam penanganan tindak pidana lingkungan hidup. Apa yang dimaksud
dengan alat bukti lain tersebut, penjelasan Pasal 96 dari UU No. 32/2009
menyatakan: yang dimaksud dengan alat bukti lain, meliputi informasi
yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik,
magnetik, optik, dan/atau yang serupa dengan itu; dan /atau alat bukti
data, rekaman, atau informasi yang dapat dibaca, dilihat, dan didengar
yang dapat dikeluarkan dengan dan/atau tanpa bantuan suatu sarana, baik
yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang
terekam secara elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar,
peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, symbol, atau

perporasi yang memilki makna atau yang dapat dipahami atau dibaca.
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Tampaknya pembentuk UU No. 32/2009 tidak menutup mata
terhadap perkembangan teknologi yang pesat, dan sebenarnya dapat
dimanfaatkan pula sebagai alat bukti guna mengungkap kejahatan di
bidang lingkungan hidup. Jika hanya berpegang pada ketentuan KUHAP,
akan terbatas sekali alat bukti yang dapat digunakan, sedangkan motif dan
modus operandi pelaku melakukan tindak pidana (termasuk di bidang
lingkungan hidup) sangat canggih. Ini tentu akan menyulitkan untuk
mengungkapkan kejahatan yang terjadi. Fenomena pencantuman
perluasan alat bukti dari yang ditentukan KUHAP sudah banyak diikuti
oleh pembentuk UU khusus. Hal ini didasarkan pada kenyataan banyak
kejahatan yang dapat terungkap dengan bantuan teknologi. Dengan
demikian persoalan yang dihadapi dalam persidangan selama ini tidak
diakuinya hasil teknologi sebagai alat bukti, tidak terjadi lagi. Selama ini
pengadilan berpendapat bukti teknologi bukan alat bukti melainkan
barang bukti yang fungsinya hanya untuk menguatkan alat bukti yang
telah ditentukan KUHAP. Pengakuan alat bukti lain ini sebagai alat bukti
mengandung konsekuensi bahwa sistem negatief wettelijk yang dianut
dalam penanganan perkara pidana juga diberlakukan. Adanya alat bukti
lain ditambah dengan satu alat bukti yang ditentukan KUHAP dan
dikuatkan dengan keyakinan hakim telah dapat menjadi alasan bagi hakim

untuk menjatuhkan putusan.

2. Dipertegas adanya sistem peradilan yang terpadu dalam penanganan
tindak pidana lingkungan hidup
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Pasal 95 dari UU No. 32/2009 menyebutkan bahwa dalam rangka

penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat
dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil,
kepolisian dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri. Pengakuan
diterapkannya sistem penegakan hukum terpadu dalam UU No. 32/2009
ini merupakan suatu terobosan dalam pengaturan perundang-undangan.
Bukan hal baru, jika dalam praktek pelaksanaan penegakan hukum selama
ini terutama dalam penanganan terhadap tindak pidana khusus banyak
terjadi kendala akibat tidak adaanya koordinasi antar lembaga penegakan
hukum. Akibatnya yang terjadi saling melempar tanggungjawab ataau
perebutan kewenangan. Kehendak untuk menerapkan sistem peradilan
pidana terpadu menjadi isu sentris. Dengan adanya sistem peradilan
pidana yang terpadu (integrated criminal justice system) dalam
penanganan perkara pidana akan terdapat koordinasi antar penegak hukum
dengan tetap mengedepankan independensi dari kewenangan masing-
masing lembaga penegak hukum tersebut.

Istilah sistem peradilan pidana (criminal justice system) menunjukkan
mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan
dasar pndekatan sistem. Remington dan Ohlin mengemukakan bahwa
criminal justice system dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan
sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan
pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan
perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku

sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses
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interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk
memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.’

Sedangkan Mardjono Reksodiputro, memberikan batasan sistem
peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari
lembaga-lembaga kepolian, kejaksaan, pengadilan dan pemaasyarakatan
terpidana.’® Criminal justice system adalah juga sistem dalam suatu
masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi
diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas
toleransi masyarakat.

Tujuan dari diadakannya sistem peradilan pidana adalah mencegah
masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan
yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan
dan yang bersalah dipidana serta mngusahakan agar mereka yang pernah
melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya. Dengan
demikian berdasarkan tujuan tersebut, dapat disebutkan dengan
dimasukkannya sistem peradilan pidana dalam UU Lingkungan Hidup
dapat diminimalisir terjadinya tindak pidana lingkungan hidup dan
penanganan serta penyelesaiannya dapat dilakukan secara terpadu dengan
melibatkan semua komponen penegakan hukum pidana.

E. PENUTUP
UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup adalah salah satu undang-undang administrasi bersanksi pidana yang

® Romli Atmasasmita, 2010, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Kencana, Jakarta, him.
2.
' Ibid.
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dikelompokkan sebagai undang-undang pidana khusus karena terdapat di luar
kodifikasi. Sebagai undang-undang pidana khusus, UU Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan hidup ini memilki kekhususan yang menyimpang
dari ketentuan KUHP sebagai induk hukum pidana materil ataupun berbeda
ketentuannya secara formil seperti yang ditentukan KUHAP.

Ada beberapa hal yang dapat dicatat perbedaannya dengan hukum
pidana umum. Dari sudut materil adalah adanya perluasan perumusan
perbuatan yang dapat di pidana, subyek hukum yang dapat dipidana,
pertanggungjawaban pidana, jenis sanksi yang dapat diterapkan, lamanya
hukuman dan sistem penjatuhan hukumannya. Sedangkan dari sudut hukum
pidana formil adalah digunakan alat bukti yang diperluas dari yang ditentukan
dalam Pasal 184 KUHAP dan diperkenalkannya penanganan kasus pidana

lingkungan hidup menggunakan sistem peradilan pidana terpadu.
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